
BUPATI HALMAHERA BARAT
J*ILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALII'IAHERA BARAT
NOMOR OJ.A TAHUN 2016

TENTANG

PE NGANGKATAN KOORDI NATOR PENYU LU HAN PERTAN IAN,
PERIKANAH DAN KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN

BADAN PELAKSANA PENYULUHAI.I PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUH 20T6

Menimbang

Mengingat

k

:4.

BUPATI HALMAHERA BARAT

bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kelompok

Jabatan Fugsional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Halmehera Barat Tahun 2016, maka dipandang perlu

mengangkat Kmrdoinator Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan Tingkat Tingkat Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat

Tahun 2016;

bahwa nama nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini,

dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Koordinator
Penyuluhan Pertanian Pefikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten,

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan

Koordinator Penyuluh Pertanian Perikanan dan KehutananTingkat
Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

Undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Derah-

Daerah Swatantra Tingkat ll dalam Walayah Daerah Swatantara Tingkat
I Maluku menjadi Undang- Undang;
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Pdrubahan atas

Undang- Undang - Negara Nomor I Tahun 1974 tentang pokok - pokok

Kepegawaian;
Undang- Undang Nomor6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang- Undang Nornor46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat;

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmhera Selatan, Kabupaten

Kapulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore

Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

b.
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2.

3.
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Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

5 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;6. undang- undang Nomor 33 Tahun 2003 tentanl r"riro"ngan Keuangan
Antara pemerintah pusat dan Daerah;

7- undang- undang Nomor 16 Tahun ?006 tentang sistem penyuruh
Pertanian, perikann dan Kehutanan;

8. Peraturan pemerintah Rr Nomor sg rahun 200s tentang pengeroraan
Keuangan Derah;

9. Keputusan presiden Rr Nomor 42 Tahun 2002 tentang peraksanaan
Anggaran perdapatan dan Belanja Negara;

10' Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : pER-66lpB/2005
tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Harmahera Barat No. 20 Tahun 2008
tentang organisasi Badan Felaksana Penyuluhan pertanian perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;

12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri pertanian
Nomor s4 Tahun 1996 dan Nomor 301lKpts/Lp.1zaR6 tentang
Pedoman penyelenggaran penyuluhan pertanian; '

13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang pengawasan
Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
19IKEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional penyuluh
Pertanian dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Harmahera Barat Nomor 3* Tahun 2015
tentang Penetapan Anggaran pendapatan dan Beranja Daearah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Mergangkat Koordinator penyuruh pertanian perikanan dan Kehutanan
fab.yRaten Tingka! Kabupaten Badan peraksana'prrvuun"n pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten xalmJnera Barat rahun2016,

Koordinator penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan TingkatKabupaten sebagaimana dimaksud daram Diktum pert"*", rnempunyaitugas tugas

Membina para penyuruh pertanian, perikanan dan Kehutanan dalam
Wlayah Kabupaten Halmahera Barat;
Melakukan superfisi dan monitoring serta evaluasi penyuluh di kesetiap
BP3 K secara berkesinambungan ;
Melaporkan hasil kegiatan penyuluh kepada Kepala Badan petaksana
Penyuluhan Pertanian perikanan dan Kehutanan Bp4K
Melakukan koordinasi dengan Bidang Bidang yang menangani langsung
Kegiatan Penyuluhan pertanian perikanan dan Kehutanan Bp4K;
Melakukan identifikasi potensi wilayah kabupaten bersama penyuluh
sesuai bidang tugas dan urusan masing masing;
Melakukan analisis potensi wilayah kabupaten bersama penyuluh sesuai
bidang tugas dan urusan masing masing;
Menyusun rencana kerja tahunan, sesuai programa penyuluhan pertanian
Perikanan dan Kehulanan;
Melakukan evaruasi dampak peraksanaan programa penyuruhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Koordinator Penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan Tingkat
Kabupaten dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

segala biaya yang timbul sebagai akibat diketuarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dana Alokasi umum (DAU) pada Badan pelaksana
Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 20f 6;

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 05 Januari rahun 2016 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember Tahun 2016.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,
//rM

// v'
NAMTO H. ROBA

Pejabat Paraf

Sekretaris Daerah ,
, \

Ass Bid. Eko & Pemb V
Ka BP4K lr/
Kabag Hukum & Org W

Tembusan Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2- Kepala sekretariat Bakorluh provinsi Maluku utara disolif3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat diJailolo4 Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat diJailolo,
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di Jaitolo6' Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat di Jaitolo
7 ' Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di Jaitolo
! Kepala lnspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat diJailolo,9' Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Halmahera Baral masing-masing ditempat.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahuidan dilaksanakan sebagaimani mestinya.
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